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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Surabaya,]4 HNovember 1983

Eenada :
Yth Sdr Bupati/Walikotamadya
Kepala Paerah Tingkat II

Nemer : 141/ 20022/012/1963

Eifat : Penting

Lampiran : HELURGR

J, ANES A T T H: W R

H a 1 : Penanganan dan penve
lesaian masalah vang
meresahkan rakyat di
Desa

Berhubung banyaknya laporan dari warga masyarakat
yang pada umumnya menyangkut masalah pelaksanaan Pemerin-
tahan Desa, maka perlu diberikan petunjuk penanganan dan

penyelesaiannya sebagai berikut :

1. Setiap masalah yang timbul dalam masyarakat hendaknya

segera ditanggapi dan diselesaikan secara cepat dan te=
i

pat dengan mengikut sertakan instansi yang ada kaitan -

—_—

dengan masalabnya seperti Kantor Sosial Politik dan
pm it

Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya setempat;
4

2. Masalah yang ada hubungannya dengan SARA ( Suku, Agama,
Ras dan Intar Golongan ) serta adat istiadat, penangan-

annya agar lebih mengutamakan pendekatan secara musya -

warah dan mufakat melalui forum Lembaga Masyarakat Desa.
Lembaga Musyawarah Desa supaya dimantapkan kedudukan, tu
gas dan fungsinva sesuai dengan Peraturan QEgggh Fropin-
si Daerah Tingkat I Jawa Timur nomer Zi_;;ﬁun 1581 de =
ngan makin mengombangkan kemunikasi timbal balik antara
Kepala Desa dengan para Pemuka Masyarakat Desa secara ter
terbuka dan jujur sehingga dapat mencegah dan mengurangi

timbulnya masalah yang dapat meresahkan masyarakat;

3. Pelaksanaan .c.:ssess



!B.lﬁelaksanaan Pemilihan Kepala bDesa supaya dipersiapkan
dan dilaksanakan sebaik baiknya sesuai dengan Peraturan
Daerah Propinsi Dmerzh Tingkat I Jawa Timur nomer 24 ta

————

hun 1581 dan petunjuk petunjuk nelaksanaannya.

Terhadap para bakal calon Kepala Desa supaya diadakan
|

seneliti = :
1‘ litian secara cermat atas kﬂbanaran persyaratannya,

=

Hendaknva dijaca agar jénqan sampal terjadi penyuapan
e T ——
berupa apapuen baik kepada pemilih ataupun Panitia Penca
lonan dan Pemilihan Kenala Desa. Demikian pula supaya
dicegah adanya Permainan judi dan penyimpangan lain

yang dapat mengakibatkan batalnya Femilihan Kepala Dasag

4. Pengancgkatan ScKkretaris Desa, para Kemala Urusan serta
para Kepala Dusun agar dilaksanakan sesuai dengan Para -

turan Menteri Palam Neceri nomer 8 tahun 1981 Jjuncto

Poraturan Daerah Tingkat II masing masing;

5. Setiap laporan atau pengaduan dari manapun asalnya atau
pun tidak mempunyal alamat yang jelas, materi laporan -
nya supaya dipakal sebagsi suatn ataw salah satu sumber

informasi yang nilai kebenarannya perlu dibuktikan da =

ngan penclitian dan penelaahan staf secara langsung di
lapangan. Jadi ying pentine bukan ada atau tidak adanya
pelapor, tetani masalah: tersebut ada atan tidak ada,

benar ataw tidak benar;

6. Dalam menangani masalah yvano timbul pada masyarakat Ke =
lurahan setslah Keoala atau Feranckat Kelurahan menjalgﬂ
kan pensiun, agar menaoikuti patunjuk dalam surat Guber -
nur ¥epala Daerah Tingkat I Jawa Timur tangoal 3 Mei 1983

nomer B821.2B/3320/012/1983,

Terhadap penagaduan atau laporan tentano aparat Pemerin =
tahan Kelurahan, supaya segera diadakan penslitian se—
cara secksama dengan mengikut sertakan instansi tersebut

pada butir 1 diatas;

7. Pemberitaan dalam media massa yang bernada negatif dan
hHanya mencari cari kesalahan aparat Pemerintashan Desa

atau Kelurahan, supaya disanggah dengan baik dan propor

sional melalui Bagian Hubungan Masvarakat. Materl sang-
gahan atau bantahaﬂﬂ;;;;qE;:EE‘Hfﬁﬁht_pada media massa;

8. Laporan sassass
—



8. Laporan yang bernada fitnah hendaknva diterima dengan

kepala dingin dan besar hati, tapi jika masalah tersebut

selalu didramatisir sedemikian rupa, hendaknya diambil

tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

barlaku;

9. Agar citra terhadap Aparat Pemerintah baik Dasrah, Desa,

ataupun Kelurahan tetap menempati kesan dan wibawa yang

berarti, maka terhadap Aparat Pemerintzh yang melakukan
— : ; S
penyimpangan dan pelangoaran agar diberi koreksi +, a-
pabila perlu diambil tindakan yang tegas sesuai peratur

an yang berlaku;

10. Para Camat supaya lebih meninckatkan pencawasan serta
pembinaan terhadap Aparat Pemerintahan Desa maupun Ke -
lurahan, adar mereka dapat diandalkan scbagai Abdi Ne -

—

gara dan Masyarakat vang tenuh dedikasi dan tangoung -
—

ﬂawab=

11. Setiap laporan atau pengaduan setelah diadakan peneliti
an dan panelaahan serta penyelesaian secara scksama, a-
gar dilaporkan segera kepada Cubernur Kepala Daerah =

Tingkat I Jawa Timur, baik diminta ataupun tidak.

Demikian untuk dimaklumi dan harap dilaksanakan dengan se~-

baik baiknya.

A.n. CUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

OEEARMANTO
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Tembusan :
¥th 1. s8dr. Pembantu Gubernur-se JawarTimur

2. Sdr Kepala Inspektorat Wilayah' Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

3. sdr Kepala Direktorat Sosial Peolitik
Propinsi Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur






